BATAS WAKTU

KONSEKUENSI

NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN AKIBAT BILA INFORMASI MANFAAT BILA
1 2 3 4 5 6
1 [Biodata elektronik dan non |1.UU No 11 Th 2008 tentang ITE Selama masih Data yang bersifat pribadi  |Untuk menjaga

elektronik PNS lengkap

2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17

bersangkutan jadi PNS

bila di buka akan

kerahasiaan PNS yang

2 |Data Materiil Sandi Pemda |Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 30 th/selama jangka Membahayakan pertahanan|Menjaga pertahanan
DIY Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 |waktu yang ditetapkan |dan keamanan negara dan keamanan Negara
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017
Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013
3 |Data Alat Pendudukung Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 30 th/selama jangka Membahayakan pertahanan|Menjaga pertahanan
Utama Persandian Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun waktu yang ditetapkan [dan keamanan negara dan keamanan Negara
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017
4 |Berita yang berklasifikasi Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 |30 th/selama jangka Mengganggu Stabilitas Terciptanya Stabilitas
5 |Surat Rahasia 1. UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal _ |Tidak terbatas Mengganggu kebijakan Mendukung kebijakan
2. Pasal 17 UU No. 14 Th 2008 Hurufidan j pemerintah/ pimpinan pe merintah/ pimpinan
Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011
6 |Memorandum/surat-surat |1. UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pa sal _|Setelah nota Menghambat kebijakan Memperlancar proses
antar dan inter badan 2. Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Hurufidan kesepahaman pemerintah daerah dan kebiiakan
7 |Disposisi surat pimpinan 1. UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan; Selama belum ada Dapat mengganggu proses |Mengamankan proses
2. Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Hurufidan tindak laniut dari SKPD |penvesuaian kebiiakan penvusunan kebiiakan
8 |Lokasi server 1. UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan Selama masih Dapat mengganggu perl Melindungi hak atas
2. UU No 14 Th 2008 Pasal 17 hurufb,i,danj |disunakan indunean hak atas kekavaan [kekavaan intelektual
9 |Internet protocol/IP address|1. UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan Selama masih Dapat mengganggu Melindungi hak atas
private 2. UUNo17Th 2008 Pasal 17 huruf b ,idanj |disunakan/ berlaku perlindunean hak atas kekavaan intelektual
10 [Dokumen pengadaan 1. Perpres Rl No 54 Th 2010 tentang Sampai proses Bertentangan dengan Melaksanakan
barang/ iasa pemerintah 2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 selesai/diketahui prinsip-orinsio pengadaan [pensadaan barang/ iasa
11 [Rincian harga perkiraan 1. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Sampai diketahui Dapat menghambat proses |Memperlancar proses
sendiri (HPS) 2. Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pemenanenva penvusunan kebiiakan di penvusunan kebiiakan
12 [Dokumen penawaran 1. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Sampai proses Dapat menghambat proses |Dapat menjamin
kontrak 2. Perpres RI No 54 Th 2010 tentang penawaran kontrak penvusunan kebiiakan obvektifi tas
11 [Naskah hasil pemeriksaan |UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 Atas izin dari pihak Berpotensi disalahgunakan |Menjaga
12 [Laporan hasil pemeriksaan |UU No 14 Th 2008 tentang KIP, pasal 17 hurufi |Atas izin pihak yang Berpotensi disalahgunakan |Menjaga
13 |ldentitas PNS yang diduga |UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a |Sampai ada pengajuan [Menggangu rahasia pribadi [Menjaga rahasia pribadi
15 [Dokumen pengangkatan, 1. PP No 100 Tahun 2000 tentang Selama masih berlaku |[Mengganggun penyusunan |Mengamankan proses
pemindahan dan pember  [2. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 _|dan diperlukan dalam |kebijakan penyusunan kebijakan
hontian DNS dalam dan dari |PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang nengamhilan
16 |Data usulan pemindahan, PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Sampai diterbitkannya |Akan menghambat proses |Menjaga suasana
17 |Keputusan izin/keterang an [1. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 |Sampai keluarnya kepu |Berpotensi munculnya Menjaga obyektifitas
tentane perceraian PNS 2. PP No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990 |tysan izin informasi vane tidak benar |outusan izin
18 [Biodata elektronik dan non |1. UU No 11 Th 2008 tentang ITE Selama masih Data yang bersifat pribadi  |Untuk menjaga
elektronik PNS lengkap 2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 bersanekutan iadi PNS |bila di buka akan kerahasiaan PNS vane
19 |Arsip data perseoranagan UU no 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 hufuf [Selama yang bersang [Mengganggu privasi Mengamankan privasi




20 |Dokumen laporan/surat 1. UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan, pasal _|Sampai dengan telah [Bertentangan dengan Mendorong
bertanggungiawaban 2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 diverifikasi oleh prinsip-orinsip pengadaan |keberhasilan

21 |[Kode akses sistem UU No.11/2008 Tentang ITE Pasal 1 angka 6 Selama kode masih Dapat menghambat proses |Menjaga keamanan

22 |Dokumen kepegawaian : UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Selama menjadi PNS Dapat mengungkap rahasia |Melindungi data pribadi

23 [Daftar nilai DP3/ SKP PNS UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 Selama masih berlaku [Dapat mengungkap rahasia [Melindungi data pribadi

24 |Keputusan Penjatuhan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampai dengan ada - Dapat menghambat - Membantu kelancaran
Hukuman Disiplin PNS huruf a, huruf h dan huruf i; persetujuan dari PNS |- Dapat mengungkap - Melindungi rahasia

vang diiatihi hikiiman |- Dapat menghambat - Mengamankan proses
25 |Keputusan ijin/ keterangan |- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Sampai dengan ada - Dapat mengungkap - Melindungi rahasia

tentang perceraian PNS

huruf h dan huruf i:

persetuiuan dari PNS

- Dapat menghambat

- Mengamankan proses

26 |Lokasi Penyimpanan Arsip |- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Selama masih berlaku |Mengungkap memorandum [Kerahasiaan lokasi
- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan atau surat menvurat vang  |teriaga
27 |Arsip dinamis, aktif dan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; |Selama masih berlaku |[Menghambat proses Menyediakan data

a. Dokumen keuangan:

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- SPJ berikut lampirannya -

- Surat pencairan anggaran

penegakan hukum

lengkap yang dilindungi

28 |Dokumen Proses Pengadaan|- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 |[Sampai diketahui Bertentangan dengan Melaksanakan
Barang/Jasa huruf i dan huruf j; pemenangnya prinsip-prinsip pengadaan |pengadaan barang/ jasa
dan etika pengadaan sesuai dengan prinsip-
prinsip pengadaan dan
etika pengadaan
29 [Susunan Kepanitiaan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Selama proses Dapat terjadi harga lelang |Menghindari konflik
30 [Laporan Pajak Pribadi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Sampai ada Mengungkap rahasia (data_|Melindungi rahasia
31 |Laporan Keuangan Daerah |- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Sampai dengan Menghambat kesuksesan  |Membantu mencapai
(Laporan keuangan yang Negara, Pasal 31 ayat (1); terbitnya laporan kebijakan karena adanya keberhasilan
belum diaudit) keuangan yang telah |pengungkapan secara pelaksanaan
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17  [diaudit prematur pembansunan
32 |Data Teknis Potensi Hutan |- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Selama potensi hutan [Dapat mengungkap Mempermudah
33 [Rencana Penertiban/ - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampai dengan selesai |- Dapat menghambat Memperlancar proses
Penindakan dan Penegakan [huruf a dan huruf i; dilaksanakan proses penegakan hukum |penegakan hukum dan
pada Obyek Tertentu penyusunan kebijakan
- Dapat menghambat (Operasi penindakan
34 |Informasi perkara - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Sampai dengan - Dapat menghambat Memperlancar proses
pelanggaran perda yang huruf a dan hurufi; selesainya proses proses penegakan hukum |penegakan hukum dan
sedang ditangani PPNS penanganan penyusunan kebijakan
- Dapat menghambat (Perkara akan dapat
35 [Informasi hasil penyelidikan |- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampai selesai - Dapat menghambat Memperlancar proses

dan penyidikan terhadap
pelanggaran perda

huruf a dan hurufi;

kasusnya

proses penegakan hukum

- Dapat menghambat

penegakan hukum dan
penyusunan kebijakan
sebagaj bahan




36 |Informasi data pribadi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampai ada - Dapat menghambat - Memperlancar proses
penegak perda huruf a, huruf h dan hurufi; persetujuan tertulis - Dapat mengungkap - Melindungi rahasia
dari nenecak nerda - Dapat menghambat
37 |Berita Acara Pemeriksaan |- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara__[Selama proses - Dapat menghambat - Memperlancar proses
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 pemeriksaan - Dapat mengungkap penegakan hukum dan
huruf a. huruf h dan huruf i - Dapat menghambat nenuiiciinan kehiiakan
38 |Proses penyelesaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Selama ada Dapat menghambat proses |Membantu kelancaran
39 |Dokumen penyelesaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Sampai dengan Dapat menghambat proses [Membantu kelancaran
40 |Pertimbangan teknis tukar- |- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampai dengan Dapat menghambat Kelancaran proses
41 [Hasil penelitian potensi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 [Setelah dinyatakan Dapat mengungkap Melindungi/ menjaga
42 [Peta Kekayaan Sumber UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Selama diperkirakan Mengakibatkan persaingan |Melindungi kekayaan
43 [Rencana Operasi Gabungan |- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampai pelaksanaan Dapat menghambat Mengamankan
44 |Dokumen Barang milik Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Setelah selesai proses |Mengungkap rahasia Melindungi
45 |Dokumen penggunaan, Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang  |audit negara/instansi penyalahgunaan
pemanfaatan. pemindahan |Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang data/informasi
46 [Dokumen pelaksanaan Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang

Data detail BMN/BMD

Data BMN/BMD berupa
tanah yang belum memiliki
surat bukti kenemilikan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.1 tahun
2010 tentang verifikasi, klarifikasi dan penilaian

Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011

Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2016

47 [Dokumen Pengawasan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Mengungkap rahasia Melindungi
Laporan pengaduan negara/instansi penyalahgunaan
Laporan hasil audit data/informasi
Laporan hasil audit
Laporan hasil audit
Laporan hasil audit
Laporan revieu keuangan
Laporan hasil pengawasan
48 [Dokumen registrasi dan Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang Apabila mendapat Mengungkap rahasia Melindungi data pribadi
perizinan tenaga kesehatan |Registrasi Tenaga Kesehatan persetujuan yang pribadi pemohon
bersangkutan
UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP
49 [Dokumen perizinan PAK Permenkes 1191 Tahun 2010 tentang PAK Apabila mendapat Mengungkap rahasia Melindungi data pribadi
persetujuan pemohon |perusahaan pemohon PAK
UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP PAK
50 |Dokumen perizinan PKRT Permenkes 1189 Tahun 2010 tentang Sertifikat |Apabila mendapat Mengungkap rahasia Melindungi data pribadi
Produksi Alkes dan PKRT persetujuan pemohon |perusahaan pemohon PKRT
PKRT
UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP
51 |Data audit sarana produksi [UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan [Kecualiada Mengungkap data produksi |Melindungi dari

dan distribusi kefarmasian

permintaan khusus

dan distribusi kefarmasian

penyalahgunaan data




PP No. 51 th 2009 tentang pekerjaan

UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP

dapat disalahgunakan,
danat disalah

karena masih
ditindaklaniiiti

52 |Data penggunaan obat UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan |Kecuali ada Data dapat disalah Melindungi untuk
narkotika dan psikotropika permintaan khusus interpretasikan pengawas internal
PP No. 51 th 2009 tentang pekerjaan
UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP
53 [Hasil test Pemeriksaan UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Apabila mendapat mengungkap data pribadi  [Melindungi dari
Kesehatan Calon Jemaah Manusia persetujuan yang yang bersifat rahasia penyalahgunaan
Haji Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang |bersangkutan data/informasi yang
UU No. 13 Tahun 2008 tentang bersangkutan
Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang
UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP
54 |Hasil test pemeriksaan UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan |Apabila mendapat mengungkap data pribadi  |Melindungi dari
kesehatan/kebugaran Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang |persetujuan yang yang bersifat rahasia penyalahgunaan
karyawan Rekam Medis bersangkutan Melindungi data pribadi
UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP seseorang
55 |[Data pribadi penderita UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Apabila mendapat mengungkap data pribadi  |Melindungi data pribadi
HIV/AIDS UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan persetujuan yang yang bersifat rahasia Melindungi penderita
Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b Peraturan _ |persangkutan dari tindakan
UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP diskriminasi dan
56 |Data pribadi Pelaku Usaha [UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Dikecualikan untuk mengungkap data pribadi  |Mencegah penipuan dll
Seterusnya (kecuali yang bersifat rahasia
57 [Data Citra Satelit Resolusi  |Mempunyai Lisensi Selama Lisensi masih _|Penyalahgunaan oleh pihak |Melindungi dari
58 [Data Bidang Tanah Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Selama masih Mengungkap data Melindungi dari
59 |Data Angka Prognosa, Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 |Selama data masih Penyalahgunaan oleh pihak [Menjaga keamanan
60 |Nama dan Alamat Data UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Apabila mendapatkan |Mengungkapkan data Melindungi dari stigma

Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial yang
ada di masyarakat.

Manusia

UU No13 Th2011 penanganan fakir miskin.

Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman

persetujuan dari yang
bersangkutan

Data dapat disalah gunakan

Melindungi data pribadi
yang bersifat rahasia

61 |Data Pribadi Klien di UPTD |UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Apabila mendapat Mengungkap data pribadi  |Melindungi data pribadi
Dinas Sosial (Balai-balai Manusia persetujuan yang pasien yang bersifat rahasia |yang bersifat rahasia ;
Rehabilitasi Dinas Sosial) UU No13 bersangkutan Melindungi Klien dari

Tahun 2011 penanganan fakir miskin. tindakan diskriminasi
Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan stigma negatif
Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan
PSKS

62 |Data PP & PKB UU No.14/2008 Untuk Seterusnya Mengganggu Suasana Menjaga suasana




63

Struktur Skala Upah

UU No.14/2008

Untuk Seterusnya
(kecuali atas

Suasana Kerja tidak
kondusif Persaingan Usaha

Menjaga suasana

. Menjaga persaingan

64 |Wajib Lapor UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
Ketenagakeriaan di PP No0.61/2010 dibuka dalam sidane _|penegakan hukum dan perusahaan dan

65 |Rencana Kerja Unit Kerja UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menciptakan
Pengawasan PP No.61/2010 dibuka dalam sidane _|penegakan hukum dan ketenangan berusaha

66 |Rencana Kerja Pengawas UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menciptakan
Ketenagakeriaan PP No.61/2010 dibuka dalam sidane _|penegakan hukum dan ketenangan berusaha

67 |Surat Pemberitahuan UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menciptakan

Pengawasan

PP No.61/2010

dibuka dalam sidang

penegakan hukum dan

ketenangan berusaha

68 |Laporan Hasil Pembinaan UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
PP No.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan perusahaan dan

69 |Laporan Hasil Pemeriksaan |[UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
PP N0.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan perusahaan dan

70 |Laporan Hasil Pengujian UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
PP N0.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan perusahaan dan

71 |Berita Acara Pengambilan [UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
Keteranean PP N0.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan perusahaan dan

72 |Penetapan Pengawas UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
Ketenagakeriaan PP No0.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan perusahaan dan

73 |Nota Pemeriksaan | UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
PP N0.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan perusahaan dan

74 |Nota Pemeriksaan Il UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
PP N0.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan perusahaan dan

75 |Nota Pemeriksaan Khusus [UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia
PP N0.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan perusahaan dan

76 |Surat Keterangan Hasil UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menjaga rahasia

Penguiian

PP No.61/2010

dibuka dalam sidang

penegakan hukum dan

perusahaan dan

77

Akte Pengawasan
Ketenagakeriaan

UU No.14/2008

PP No.61/2010

30 tahun, kecuali telah
dibuka dalam sidang

menghambat proses
penegakan hukum dan

menjaga rahasia
perusahaan dan

78 |Laporan Kegiatan Pengawas |UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menciptakan
Ketenagakeriaan PP No.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan ketenangan berusaha
79 |Laporan Unit Kerja UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menciptakan
Pengawasan PP No.61/2010 dibuka dalam sidang _|penegakan hukum dan ketenangan berusaha
80 |Segala informasi dan UU No.14/2008 30 tahun, kecuali telah |menghambat proses menciptakan

dokumen dalam rangka

PP No.61/2010

dibuka dalam sidang

penegakan hukum dan

ketenangan berusaha

81 [Laporan hasil Penguijian UU No.14/2008 Untuk Seterusnya Mengungkap data Melindungi data

82 [Laporan Hasil Periksaan UU No.14/2008 Untuk Seterusnya Mengungkap data Pribadi |Melindungi data pribadi
83 [Rekening Bank pribadi Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 [Selama rekening masih |Penyalahgunaan oleh pihak [Menjaga keamanan

84 |[Kode akses (username dan |UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Selama kode masih Penyalahgunaan oleh pihak |Menjaga keamanan

85 |Kronologi dan proses Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor1/2008 |Apabila mendapat Mengungkap masalah Menjaga privasi

mediasi

pasal 1 avat 12

persetuiuan dari para

pribadi para pihak vang

Melindungi dari




86

Dokumen persidangan
ajudikasi yang terkait
dengan informasi yang
dikecualikan

Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki)
Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

Apabila mendapat
persetujuan dari para
pihak dan Majelis
Komisioner

Mengungkap data pribadi
yang bersifat rahasia

Menjaga privasi

Melindungi data pribadi

87 |Rekaman elektronik Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Apabila mendapat Mengungkap data pribadi  |Menjaga privasi
persidanean ajudikasi vane |Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penvelesaian [Dapat diberikan dalam |vang bersifat rahasia Melindungi data pribadi
88|Hasil Uji Kompetensi (tes Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 |Apabila mendapat Mengungkap data Melindungi dari
89 [Hasil penilaian Dewan Juri_ |Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 |Apabila mendapat Mengungkap data Melindungi dari
90 [Hasil penilaian dan evaluasi |Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 |Apabila mendapat Mengungkap data Melindungi dari
91 |Hasil: UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Tidak terbatas, kecuali [Penyalahgunaan oleh pihak |Menjamin kerahasiaan

> Pemeriksaan Reguler
> Pemeriksaan Kasus

> Pemeriksaan dengan
Tujuan tertentu

> Review

> Evaluasi

huruf i

Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008

Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008

PP 12 Tahun 2017 pasal 23 ayat (2)

dengan tujuan tertentu
dengan ijin Gubernur

yang tidak berhak

Hasil Pemeriksaan

92 |Program Kerja Pemeriksaan [UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Tidak terbatas Penyalahgunaan/ intervensi [Menghindari intervensi
(PKP) dan Kertas Kerja Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 oleh pihak yang tidak Menjaga keamanan
Pemeriksaan (KKP) tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN berhak data yang bersifat

INTERN PEMERINTAH rahasia.
Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008

93 |Pengaduan Masyarakat UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Tidak terbatas, kecuali [Penyalahgunaan oleh pihak |Menjamin kerahasiaan
Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 dengan tujuan tertentu [yang tidak berhak dan keamanan
Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 dengan iiin Guhernur nengadiian

94 |Data Pemohon lIzin dan Data|- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi [Selama jangka waktu |Membahyakan bagi Terciptanya keamanan
Pemohon Pengaduan - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 vang ditetapkan pemohon izin dan pembuat |dan kenvamanan bagj

95 |ldentitas pelapor dan isi Berdasakan matriks uji konskeuensi, jenis Sampai dengan Masyarakat enggan Masyarakat tidak ragu

laporan dugaan tindak
korupsi/ penerimaan
gratifikasi dan
penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan oleh
pegawai;

informasi ini memenubhi indikator konsekuensi
mutlak yaitu UU NO. 14 Tahun 2008 tentang
KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat menghambat proses

penegakan hukum dan termasuk informasi
vana dikkacuialilkan (tidale danat dinuhlileacilean

diperlukan untuk
keperluan proses
Hukum oleh aparat
hukum dan pengadilan

melaporkan dugaan tindak
korupsi dan
penyalahgunaan wewenang
sehingga menghambat
terciptanya wilayah Bebas
Korupsi/ WBK dan Wilayah

Rirnkraci horcih

melaporkan dugaan
tindak korupsi dan
penyalahgunaan
wewenang shingga
mendorong terciptanya
WBK dan WBBM




96

Identitas pelapor dan isi

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis

Sampai dengan

Masyarakat / karyawan

Masyarakat tidak ragu

97

User name dan Pssword
Aplikasi yang dipergunakan
RS

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan

PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Untuk itu termasuk informasi yang

Sampai dengan
perubahan pengaturan
username dan
password oleh pihak

Lo 1.5,

Penyalahgunaan oleh pihak
lain yang tidak bertanggung
jawab

Menjaga keamanan
data dan informasi yang
tersimpan dalam setiap
aplikasi

Selamanvya kecuali

98 [Data hutang pasien pada Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis Mengungkap rahasia dan Melindungi rahasia dan
99 |Data dan isi rekam medis Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis Sampai dengan dibuka |Mengungkap rahasia Melindungi rahasia
pasien Jenis informasi ini juga memenubhi indikator oleh pihak-pihak yang |[Data dapat dimanipulasi, Melindungi/
UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumabh Sakit |orhak Atas informasi
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik rekam medis
Permenkees No 269 Tahun 2008 Tentang
; - —— - - Berdasarkan peraturan
Sehingga informasi ini termasuk informasi
100 |Laporan penggunaan Sama dengan di atas Sampai dengan Mengungkap data pasien Melindungi data pasien
102 [Hasil Pemeriksaan Sama dengan di atas ditambah dengan : Sampai dengan Mengungkap data pasien Melindungi data pasien
Kesehatan Jiwa Untuk Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 dioerlukan untuk vaneg bersifat rahasia Visum Ed Repertum
102 |Data rekaman CCTV di area |Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis Sampai dengan Dikhawatirkan keasliannya [Data rekaman CCTV
103 [Foto/ video pasien tampak |Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis Sampai dengan Penyalahgunaan terhadap |Melindungiidentitas
muka Informasi tentang pasien adalah rahasia dan|diijinkan/ disetujui identitas pasien dan pasien, mencegah
Pasien mungkin menginginkan privasinya _lo|eh pasien yang memungkinkan terjadinya [adanya eksploitasi
Untuk itu informasi ini termasuk informasi e bt an Larkril SRV T T I N TN TR TP
104 RCA (Root Cause Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis Selamanya -_Citra rumah sakit menjadi |Petugas tidak ragu
Berita acara/ risalah Permenkes No 11/ 2017 tentang - Petugas menjadi enggan |melaporkan insiden KTD
Identitas pelapor dan isi |Untuk itu informasi ini termasuk informasi dan takut melaporkan 2, KNC cohingoa
105 [Data audit medik dan Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis Selamanya Citra rumah sakit menjadi [Membantu Badan
laporan kasus Jenis informasi ini juga memenuhi indikator menurun karena kasus yang |Publik dalam mencapai
Untuk itu informasi ini termasuk informasi torkait dencan inciden kehorhacilan
106 [Dokumentasi kunjungan Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 |Apabila mendapat Mengungkap data Melindungi dari
107 [Dokumentasi kunjungan Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 |Apabila mendapat Mengungkap data Melindungi dari
108 [Dokumentasi kunjungan Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 |Apabila mendapat Mengungkap data Melindungi dari
109 [Dokumen Penggantian Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 |Apabila mendapat Mengungkap data Melindungi dari

Antar Waktu (PAW)
Pimpinan dan Anggota
DPRD DIY. vang masih

tentang KIP

persetujuan yang
bersangkutan

pribadi/rahasia

penyalahgunaan data/
informasi yang
bersangkutan

110

Dokumen Proses Penetapan

Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008

Apabila mendapat

Mengungkap data

Melindungi dari

111

Daftar hadir Rapat Badan

Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008

Apabila mendapat

Mengungkap data

Melindungi dari














































